BABII

HURRIYYAT AL-TA‘'AQUD

A. Pengertian Akad
‘Aqgd adalah bagian dari macam-macam tasarruf, yang dimaksud

dengan tasarrufialah:
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“Segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan shara’

1

menetapkan beberapa haknya’.
Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dalam

hukum Islam. Menurut bahasa (etimologi) ‘Agd mempunyai beberapa

arti, yaitu bd)\ yang artinya mengikat®, Jie artinya menyimpulkan®, dan

2%l artinya janji.*

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah
terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan
adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.’

Sebagaimana dikatakan oleh Syamsul Anwar, bahwa akad adalah
“Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obj eknya”.6

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 43.

> Munawwir AF, A/l-Bisri Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 232.
3 Ibid., 510.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah ..., 44-45.

> Ibid., 46.
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Dari pengertian di atas nampak bahwa, pertama, akad merupakan
keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya
akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak,
dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai
tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi
jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama
lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang
tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad
adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak
dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu
pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak,
bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan
tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.
Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang
hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat

hukum akad dalam hukum Islam disebut “Hukum akad” (hukm al- ‘aqd).7

S Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

’ Dalam peristilahan hukum Islam, kata “Hukum” mempunyai beberapa arti. Salah satu arti
“Hukum” itu adalah “Akibat hukum”. Arti lain dari “Hukum” adalah kualifikasi hukum. Misalnya
frasa “Hukum jual beli” bisa berarti akibat hukum jual beli, baik akibat hukum pokok maupun
akibat hukum tambahan, dan bisa juga berarti kualifikasi jual beli fasid, maukuf, sah, haram dan
semacamnya. Arti mana yang dimaksudkan dalam suatu kalimat tergantung kepada konteksnya.
Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 69-70.
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Tujuan akad untuk akad bernama® sudah ditentukan secara umum oleh
pembuat hukum shar7‘ah, sedangkan di dalam akad tidak bernama’ tujuan
akad ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan
kehendak mereka untuk melahirkan akibat hukum pokok yang mereka
inginkan.'?

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak
memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain.
Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat
hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan
menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh shar7‘ah
dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para
pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan
kepentingannya, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli dan
diantar oleh dan atas biaya penjual.

Sebuah transaksi atau akad jual beli telah dilakukan dan
memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka konsekuensinya penjual
wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli

memindahkan hak milik barangnya kepada penjual, sesuai dengan harga

¥ Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan
ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku
terhadap akad lain. Contoh: fjarah, ba’i, katalah, dst. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian...,
173.

? Akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang
khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Contoh: perjanjian penerbitan,
periklanan. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 76.

' Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian ..., 69-76.
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yang telah disepakati. Selanjutnya, pembeli dan penjual halal untuk

menggunakan barang yang berpindah hak miliknya tersebut."’

Mayoritas ahli figih memberlakukan syarat pelaku akad harus
bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang.
Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli
tersebut tidak sah hukumnya.'?

Di sini penulis memberikan contoh beberapa bentuk akad yang
sering dilakukan oleh bank antara lain:

1. Akad Murabahah, ialah salah satu bentuk jual beli di mana penjual
memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang akan
dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian),
dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga

1. Dalam akad murabahah terdapat dua bentuk yang pertama,

jua
permintaan pembelian sebuah komoditas dengen kriteria tertentu yang
diajukan nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank.
Kemudian pihak bank berjanji akan membelikan komoditas
sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli
sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat
keuntungan yang disepakati bank. Yang kedua yakni, jika pihak bank

ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga (supplier)), maka kedua pihak harus menandatangani

"' Sayyid Syabiq, Figih Sunnah jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

" Ibid., 137.

" Ismail Nawawi, Figh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Jakarta: Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 156.
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kesepakatan agensi (agency contract), di mana pihak bank memberikan
otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli
komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah
menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas (murabahah bil
wakalah). Dan yang perlu ditambahkan dalam bahasan ini yakni Inti
pengertian perwakilan adalah bahwa seseorang bertindak hukum untuk
orang lain. Meskipun kontrak dibuat oleh penerima kuasa atau wakil,
maka perjanjian itu adalah perjanjian antara asi/ (prinsipal), bukan
antara wakil dengan pihak ketiga yang menjadi mitra janji. Asi/
(prinsipal) lah yang mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut

dan yang bertanggung jawab atas kontrak tersebut.'*

. Akad Wadi’ah, ialah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang

telah menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya
sebagaimana semestinya. Di dalam bisnis modern wadi’ah juga
berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan baik berupa

tabungan, giro ataupun deposito."’

. Akad musharakah, ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.'®

'* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian ..., 298.
"5 Ismail Nawawi, Figh Muamalah..., 347.

' Ibid., 242.
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B. Asas-asas Perjanjian
Istilah perjanjian dengan perikatan banyak dimaknai setiap orang
sebagai dua hal yang artinya sama. Namun sesungguhnya perjanjian dan
perikatan memiliki arti yang berbeda. Perikatan adalah suatu hubungan
hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau
dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari
pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu."”
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan
seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.'®
Dari pengertian di atas dapat dibedakan bahwa perjanjian
sesungguhnya mengarah pada perbuatannya (secara khusus) sedangkan
perikatan mengarah pada hukumnya (secara luas).
Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di
dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan penting.
Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya

suatu norma hukum."

'" Djaja S Meliala, Hukum Perdata Perspektif BW (Burgerlijk Wetboek), (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), 156.

'8 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), 1.

' Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 21.
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1. Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Positif
Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak
dalam pandangan hukum positif terdapat empat asas yang dianggap
sebagai saka guru hukum kontrak yaitu:*°
a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang
menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas
ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai
pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para
pihak.”!

Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para
subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan
perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa
mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan
bentuk perjanjian.”

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan
berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan pasal 1338 (1)
BW (Burgerlijk Wetboek) tidaklah berdiri dalam kesendiriannya.
Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu
dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acap kali

asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga

* Ibid., 107.

2! bid., 108.

** Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia”,
Widya Sari, Vol 10 no 3 (Januari, 2009), 233.
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banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang
tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak
didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki
posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam
kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang
seimbang.”
Asas Konsensualisme

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan
dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum Adat). Sedangkan
perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan
bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta
di bawah tangan). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH
Perdata adalah berkaitan dengan bentuk per;j anjian.24

Di dalam pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari
hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan
adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para
pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan
kepercayaan (vertrouwen) di antara para pihak terhadap
pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan (vertrouwenleer)

merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.>

3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., 111.
x Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

10.

* Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., 121.
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Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal
1320 BW angka 1, kesepakatan di mana menurut asas ini
perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di
sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak
(meeting of mind) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas
konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian. Hal ini
tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada
situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan
wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya
cacat kehendak yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam
BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu: kesesatan (dwaling),
penipuan (bedrog), paksaan (dwang).*

Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada
dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat
kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu
sendiri.”’

Sehingga pada akhirnya pemahaman terhadap asas
konsensualisme tidak terpaku sekadar mendasarkan pada kata
sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam pasal 1320 BW

dianggap telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.*®

* Ibid., 122.
2 bid., 122.
% Ibid., 123.
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Karakter universal dari asas konsensualisme, yang
menekankan pembentukan kontrak didasarkan pada unsur
kesepakatan (yang dibentuk oleh penawaran dan penerimaan).”
Asas Pactasunt Servanda

Asas ini terkait dengan asas personal yang lazim juga
disebut dengan “Privity of contract’. Dengan demikian asas ini
memberikan penekanan pada daya kerja “Siapa yang terikat
kontrak” bukan “Apa isi kontrak atau prestasi kontrak”.*’

Menurut Salim H.S bahwa asas pacta sunt servanda disebut
juga dengan asas kepastian hukum.’' Asas ini berhubungan dengan
akibat perjanjian. Menurutnya asas pacta sunt servanda merupakan
asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya
sebuah undang-undang. mereka tidak boleh melakukan intervensi
terhadap substani kontrak yang dibuat oleh para pihak.*

Asas Itikad Baik

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang
diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),
itikad baik hendaknya diartikan sebagai:

a) Kejujuran pada waktu membuat kontrak;

» Tbid.
% 1bid., 130.

3! Salim, Hukum Kontrak..., 10.

32 1bid., 10.
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b) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat
di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik
(meskipun ada juga pendapat yang menyatakan
keberatannya);

c) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait
suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam
melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak,
semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang
tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.>

2. Asas-asas perjanjian menurut shar7 ‘ah Islam antara lain:
a. Asas lbahah (Mabda’ al-Ibahah)

Asas [bahah merupakan asas umum dalam hukum Islam
dalam bidang mu’amalah secara umum. Asas ini dirumuskan
dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan
sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan
kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang
berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-
bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil shari‘ah. Orang tidak
dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah

ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat

3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., 141.
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tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw itu disebut bid’ah dan tidak
sah hukumnya.*

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan mu’amalah berlaku
asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan
sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila
dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak),
maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun
dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian

tersebut (termasuk kesepakatan/hasil ijtihad ulama).>

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyyat al-Ta‘aqud)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu
prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat
membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang
telah ditentukan dalam undang-undang shari‘ah dan memasukkan
klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan
kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan
jalan batil. Namun demikian, di lingkungan madhab-madhab yang
berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya
kebebasan tersebut. Nas-nas a/-Quran dan sunnah Nabi Saw serta
kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam

menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini

** Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 83-84.
3% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 14.



35

merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas
lagi terhadap asas ibahah dalam mu’amalah.*®
Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Rada’iyyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya
suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara

pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.’’

. Asas Janji itu Mengikat

Dalam a/-Qur’an dan hadith terdapat banyak perintah agar
memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada
dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu mengikat dan
wajib dipenuhi.’®
Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara
para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam
tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan
antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun
keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam
transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima)
tercemin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami
ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan

dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap

%% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian ..., 84.

37 Ibid.
¥ 1bid., 89.
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transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang
memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor
bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu
sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.*’

Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh
menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan
(mashaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu
perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta
membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga
memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan

disesuaikan kepada batas yang masuk akal.*’

. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak
haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya
dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi
ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali
objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu

keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi

9 1bid., 90.
“ bid.
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sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra

transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.*'

. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua
hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan

perintah a/-Qur’an dalam surat al-Maidah ayat 8 yang

menegaskan:
2 < &= 2 £
;'.ésu.ajh_; 3 mt.:;‘%.uﬂw‘,s ‘yﬁ‘}m‘;~ 9-\] Lntlg,

L2

a 1,25, Lsfbuu;lﬁ\,)&t T hus NP

\_J)'L‘*”L‘-’r’ >

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”**

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat
oleh para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh
satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk
melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena
klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil

bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak

“ bid., 91.

* Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), A/-Qur’an dan Terjemah, (Bandung:
Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), 108.
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yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam
hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi
keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila

4
memang ada alasan untuk itu.*

C. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam (Hurriyyat al-Ta‘aqud)

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham
pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Dalam perkembangannya
ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena
prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan
kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining
position yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak
terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan
untuk melindungi pihak yang lemah.**

Negosiasi dalam pembuatan kontrak atau akad menunjukkan
adanya rasa menghormati hak asasi manusia dalam membuat sebuah
perjanjian. Dalam buku karangan Sutan Remy disebutkan bahwa
berdasarkan pidato presiden Soeharto pada beberapa peringatan
menyimpulkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berwenang

dan sekaligus berkewajiban untuk senantiasa menjaga keselarasan dan

* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian ..., 92.
* Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 17.
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keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi atau tanggung jawab
asasi dari para warga negaranya.

Berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan itu, maka tidak
dikehendaki adanya hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat
yang tidak selaras dan seimbang, di mana yang satu lebih kuat daripada
yang lain atau yang satu mendominasi yang lain. Kebebasan berkontrak
yang tidak terbatas bertentangan dengan asas keselarasan dan
keseimbangan menurut pancasila itu. Oleh karena itu peluang bagi pihak-
pihak tertentu untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan
memuat klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi
pihak lainnya harus dicegah oleh pemerintah.*

Dalam common Ilaw Amerika Serikat, kebebasan berkontrak
adalah kehendak bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu
perikatan yang mengikat mengenai urusan-urusan pribadi seseorang,
termasuk hak untuk membuat perjanjian-perjanjian kerja, dan untuk
menentukan syarat-syarat yang dianggapnya baik sebagai hasil dari
perundingan atau tawar-menawar dengan pihak lainnya. Termasuk pula
hak untuk menerima kontrak yang diusulkan oleh pihak lainnya.*®

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian
Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari pasal 1329 KUH Perdata
yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian,

kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari pasal

* bid., 53.
“® 1bid., 45.
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1332 dapat disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang
bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.
Dari pasal 1320 ayat (4) jo. 1337 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa
asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau
bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap
orang bebas memperjanjikannya.’

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para
pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power
tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi
unconscionable (menjerat hati nurani). Bargaining power yang tidak
seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya
kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja
syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.*®

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang
sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan
tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang,
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan
kesusilaan.*’

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum
perjanjian Indonesia antara lain:*°

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

7 bid.

* bid., 185.
9 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 225.
*% Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak..., 47.
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b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian;

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian
yang akan dibuatnya;

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

f.  Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional.

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang esensial, baik bagi
individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar
menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dihormati.’’

Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan
kebebasan dan kesederajatan tiap manusia. Namun, pada penerapannya
sehari-hari dalam pembuatan kontrak baku sangat minim menerapkan
asas kebebasan berkontrak. Padahal asas  kebebasan berkontrak
mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk
membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan rnasing-masing.52

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan

perundingan (negosiasi), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak

’! Legal Banking, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Standard Kontrak (Perjanjian baku) dalam
bidang Bisnis dan Perdagangan”, http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/politik-hukum-
pengaturan-rahasia-bank-di-Indonesia, diakses pada 22 September 2014.
52 101

Ibid.


http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/
http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/
http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/
http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/politik-hukum-pengaturan-rahasia-bank-di-Indonesia
http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/politik-hukum-pengaturan-rahasia-bank-di-Indonesia
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yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain
menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang
mantap.53

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada
paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan
sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk
juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan.™

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip
hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam
undang-undang shar7 ‘ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad
yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat
makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan
madhab-madhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai
luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas a/-Qur’an dan hadith Nabi
Saw serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam
menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini
merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi
terhadap asas ibahah dalam mu’amalah.”™

Kebebasan berakad adalah kebebasan manusia untuk berakad dari

berbagai macam jenis akad yang dikehendaki dan menambahkan syarat

>3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata..., 229.
54 .
Ibid.
> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 84.
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apa saja oleh kedua orang yang berakad kecuali satu syarat yaitu akad

yang mengandung perintah yang dilarang shar7‘ah (haram) sebagaimana

perbuatan yang diakadkan mengandung riba/dilarang karena shari‘ah

Islam mengharamkannya.>

Maka jika suatu akad yang tidak diketahui mengandung perintah
yang diharamkan oleh nas atau qaidah umum yang tingkat derajatnya
pasti dan yakin, maka sesungguhnya memenuhinya adalah kewajiban.”’

Terdapat dua perbedaan pendapat para fugaha mengenai
pengertian kebebasan berakad yaitu:

a) Pendapat yang berhati-hati: menyatakan bahwa sesungguhnya asal
dari akad itu adalah dilarang hingga ada dalil yang membolehkannya,
dan kebolehan ini maka wajib dipenuhi.”® Menurut pendapat ini,
maka selama akad itu tidak ditemukan dalil-dalilnya (a/-Qur’an,
sunnah, giyas, ijma’ dan dalil figh) maka tidak diperbolehkan dan
memenuhinya bukan sebuah kewajiban. Karena sesungguhnya tidak
ada kewajiban yang disyariatkan Islam, maka tidak dapat dibantah
dalil yang mewajibkannya untuk memenuhi. Kesimpulannya izin dari
manusia tidaklah menjadikan ikatan akad, kecuali jika ada dalil-dalil

yang menunjukkannya dan memenuhinya adalah sebuah kewajiban.”

°% Imam Muhammad Abu Zahrah, A/-milkiyyah Wa Nazariyyah Al-aqd Fi Syari ‘ah Al-islamiyah,
(Dar al-Fikr Arrabi, 1396 H/1976 M), 258.

7 Ibid.

> Ibid., 259.

% Ibid.
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b) Pendapat yang memudahkan: bahwa iradah atau kehendak dua orang

yang berakad sebagai induk dalam berakad, adanya izin sebagaimana
menurut shari‘ah maka menjadikan ridho sebagai landasan
terlaksananya akad itu.

Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa manusia itu bebas untuk
melakukan akad sesuai dengan apa yang dia inginkan dan mereka
boleh mencantumkan atau memasukkan beberapa syarat apapun
selama syarat itu memberi masl/ahah bagi keduanya kecuali ada dalil

yang melarangnya maka tidak wajib untuk memenuhinya.®’

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan

kepada dua dalil antara lain:
a. Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad

(perjanjian-perjanjian)” (QS. al-Maidah: 1).
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”®'

% Ibid.

5! Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), a/-Qur’an dan Terjema ..., 106.
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Menurut dalil ini, berdasar kaidah ushul fikih (metodologi
penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib.
Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad
disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “Al” (al-
‘uqud). Menurut kaidah ushul fikih, jamak yang diberi kata sandang
“Al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut
dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik
yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib

dipenuhi.®

b. Kaidah hukum Islam, pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para

pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri

mereka melalui janji:

~0r
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Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus
didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau

kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak

sah.%*

52 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 85.
% Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushulivah dan Fighiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath
Hukum Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 184.

% Ibid.
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Kaidah ini menjelaskan bahwa kebebasan berakad karena
perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak
dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.®’

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak,
melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan
dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan batil’. Yang
dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan bati/ adalah makan
harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah
menurut hukum shar7 ‘ah, baik yang dilarang secara langsung di dalam
nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Secara umum, dapat
dikatakan bahwa makan harta dengan jalan bati/ adalah bertentangan
dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja, ketertiban umum
dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena
mencakup larangan riba, gharar dan syarat penyerta akad yang fasid.*®

Secara lebih rinci kebebasan berkontrak atau Ahurriyyat al-
ta‘aqud itu diperbolehkan namun dibatasi oleh unsur-unsur berikut
antara lain:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara
lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (al-fadl), atau dalam
transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah

penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 86.

% 1bid., 87.
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pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah). Artinya
dalam hal ini kebebasan berkontrak dibatasi dengan unsur riba, hal
ini didasarkan pada asas kemaslahatan bahwa akad yang dibuat
oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat) atau
keadaan memberatkan (mashagqah).”’

2. Gharar atau ketidakjelasan dan maysir atau transaksi yang
digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat
untung-untungan.”®  Adapun  kaitannya dengan kebebasan
berkontrak dalam melakukan perjanjian dua hal ini harus
ditransparansikan segala sesuatunya yang menyangkut isi
perjanjian artinya tidak ada yang ditutup-tutupi oleh masing-
masing pihak. Hal ini merupakan konkretisasi lebih jauh dari asas
amanah dalam perikatan Islam. Asas amanah mengatakan bahwa
masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi
dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak
mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.®

3. Zulm, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.”” Dalam kebebasan berkontrak unsur yang wajib dipenuhi

atau yang menjadi batasan adalah tidak adanya tindakan zu/m.

*" Ibid., 90.

68 Alamsyah, “Klausula Eksemsi dalam Kontrak Baku Syariah”,
http://www.badilag.net/data/artikel/klausula%20Eksemsi%20dalam%Kontrak%20Baku%20Syari
ah.pdf, diakses pada tanggal 24 September 2014, 6.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 91.

0 Alamsyah, “Klausula Eksemsi..., 6


http://www.badilag.net/data/artikel/klausula%20Eksemsi%20dalam%25Kontrak%20Baku%20Syariah.pdf
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Dalam hal ini baik satu pihak maupun kedua belah pihak tidak
boleh memasukkan unsur atau syarat yang mengandung
kezaliman, artinya para pihak tidak boleh menghalalkan apa yang
telah diharamkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang telah
dihalalkan. Hal ini berdasarkan asas keadilan dalam perikatan

Islam.



